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Terima 6 Catatan dari BPK

BENTENG - Pemerintah Ka-
bupaten [Pemkab) Bengkulu
Tengah pada Kamis 30 Mei 2024
kembali berhasil mendapatkan
opini Wajar Tanpa Pengecual-
lan (WTP) dari Badan Pemer-
iksa Keuangan (BPK) RI Per-
wakilan Provinsi Bengkulu.
Opini WTP ini atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Tahun 2023,

Opini WTP yang didapatkan
Pemkab Benghkulu Tengah ini
berdasarkan hasil pemeriksaan
yang dilakukan BPK termasuk
implementasl atas rencana aksi
Pemkab Bengkulu Tengah.
Meskipun Pemkab Bengkulu
Tengah berhasil mendapatkan
WTP, namun Pemkab Bengkulu
Tengah tak serta merta bebas
dari catatan dari BPK.

Berdasarkan rilis resmi yang
disampaikan BPKRI Perwakilan
Provinsi Bengkulu, diketahui
BPK Rl memberikan & catatan
yang harus ditindaklanjuti oleh
Pemkab Benghkulu Tengah. BPK
masih menemukan permasala-
han terkait Sistem Pengendal-
ian Intern (SP1) dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, an-
tara lain, pertama, pengelolaan
pendapatan asli daerah (PAD)
belum sepenuhnya memadai.

Kedua, belanja barang dan
jasa atas Honorarium tim pelak-
sana kegiatan dan sekretariat
kegiatan serta honorarium

narasumber atau pembahas,
moderator, pembawa acara,
dan panitia tidak sesuai ke-
tentuan.

Ketiga, belanja perjalanan di-
nas pada 8 Satuan Kerja Pemer-
intah Daerah (SKPD) tidak sesuai
ketentuan. Keempat, belanja
modal gedung dan bangunan
pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan [Disdikbud) secara
swakelola tidak sesuai ketentuan,

Kelima, pengelolaan kas di
lingkungan Pemkab Benghkulu
Tengah belum tertib. Keenam,
penatausahaan asettetap tanah
Pemkab Benglulu Tengah belum
tertib.

Pasal 20 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan
Negara, mengamanatkan bah-
wa pejabat wajib menindaklan-
juti rekomendasi laporan hasil
pemeriksaan.

Pejabat wajib memberikan
jawaban atau penjelasan ke-
pada BPEK, tentang tindak lanjut
atasrekomendasilaporan hasil
pemeriksaan. Jawaban atau
penjelasan dimaksud disam-
paikan kepada BPK selambat-
lambatnya 60 (enam puluh)
hari setelah LHP diterima.

BPK berharap LHP ini ti-
dak hanya digunakan sebagal
sarana pertanggungjawaban
(akuntabilitas), melainkan di-
gunakan pula sebagal informasi
untuk pengambilan keputusan
keuangan (penganggaran) serta
mendorong dan memotivasi
pemerintah daerah untukterus

memperbaiki pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBED.

Menyikapi ini, Penjabat (Pj)
Bupati Bengkulu Tengah, Dr.
Heriyandi Roni, M.SI menegas-
kan ke depan Pemkab Benglulu
Tengah akan terus bekerja dan
mengevaluasi kinerja. Apa-
lagi Pemkab Bengkulu Tengah
masih harus menyelesaikan
beberapa catatan dari BPK RI
Provinsi Bengkulu yang harus
segera diselesaikan

Setelah ini ia akan meminta
kepada Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) vang ada di
Benteng dan masih memiliki
catatan untuk segera menun-
taskan semua catatan tersebut.
“Tak ada kata santai, semua
catatan harus segera kita tinda-
Kanjuti. Bila perlu sebelum 60
hari semuanya sudah selesai,”
tegasnya.

Di sisi lain Heriyandi men-
gucapkan terima kasih kepada
BPK RI Perwakilan Provinsi
Bengkulu karena sudah mem-
bimbing Pemkab Bengkulu
Tengah selama ini. 1a berharap
BPK tak bosan-bosan untuk
terus memberikan bimbin-
gan kepada Pemkab Benghulu
Tengah.

“Sayamewakili Pemkab Beng-
kulu Tengah mengucapkan
terima kasih kepada BPK. Saya
menyampaikan permintaan
maaf apabila ada kesalahan
vang dilakukan selama ini.
Semoga kedepan BPK terus
memberikan bimbingan ke-
pada kami,” tutup Heriyandi.
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